
Mengingat

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR B TAHUN 2Ol9

TENTANG

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

a. bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengururs urusan pemerintahan dalam batas wilayah tertentu
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Pemerintah Daerah provinsi memiliki tanggung jawab untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai wewenang
Pemerintah Daerah provinsi terhadap Desa berdasarkan
ketentuan peraturan perurndang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Barat tentang Pembinaan Penyelenggaraar,
Pemerintahan Desa;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3 1 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukbta Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOT Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47441 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2OOO tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OAO Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
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